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 Jika kita berbicara tentang pembangunan, apakah yang pertama kali terpikir? 

Infrastruktur yang baik, pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang memadai, atau 

pemberantasan habis angka pengangguran di tanah air? Ya, kesemua hal itu adalah bagian 

dari pembangunan dan masih banyak lagi elemen pendukungnya. Jadi, sebenarnya, apakah 

itu pembangunan?  

 Secara substansif, pembangunan bisa dilihat dan ditanggapi dari berbagai sisi. 

Seperti halnya pembangunan yang berada dalam kerangka ide pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), didalamnya memuat berbagai hal yang pada dasarnya adalah 

mengintegrasikan strategi pengejaran pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan secara 

ekologi (Baiquni, 2004). Dua elemen inilah – ekonomi dan ekologi – yang pada umumnya 

seringkali dikatakan bagai dua mata pisau yang saling bertolak belakang menjadi tantangan 

bagi tiap negara dalam mewujudkan pembangunannya. Berdasarkan pada pemahaman ini, 

maka pembangunan setidaknya membahas tentang beberapa hal yang fundamental yaitu (1) 

upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang ditopang dengan kemampuan ekosistem, (2) 

upaya peningkatan mutu kehidupan manusia dengan melindungi dan memberlanjutkan, (3) 

upaya peningkatan SDM dan SDA yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang, dan (4) 

upaya mempertemukan kebutuhan manusia secara antargenerasi (Baiquni, 2004).  

 Pembangunan dengan kompleksitasnya membutuhkan berbagai disiplin ilmu yang 

mampu menunjang keberhasilan dari berbagai sektor, Dalam hal inilah, Geografi sebagai 

ilmu yang komprehensif menjadi penting keberadaannya. Geografi yang pada dasarnya 
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berbicara tentang ‘ruang’ sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (UU No 26 Tahun 2007) 

menjadi dasar awal pembangunan itu berlangsung. Selain itu, pembeda Geografi dari ilmu 

lainnya dalam pendekatan yang digunakan berperan penting dalam konteks pembangunan 

itu sendiri.  

Pendekatan yang berupa pendekatan keruangan (spatial approach) di dalamnya 

menitikberatkan pada tiga unsur penting yaitu jarak (distance), interaksi (interaction), dan 

pergerakan (movement) (Bintarto dan Surastopo, 1979 dalam Muhyidin, 2009). Ilustrasi 

mudah untuk menggambarkan pentingnya pendekatan keruangan dalam pembangunan 

adalah berkaitan dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan IKN 

sebagai suatu upaya yang berdampak pada arah pembangunan negara tentu melibatkan 

berbagai syarat dalam penentuan wilayah sasaran. Tiga unsur tersebut tentu menjadi 

pertimbangan mendasar dalam menentukan kemana pusat pemerintahan akan dipindahkan. 

Melalui dialog nasional pemindahan IKN yang mengangkat tema “Menuju Ibu Kota 

Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable” (Bappenas, 15/07/2019), 

Kalimantan menjadi wilayah sasaran pemindahan dengan didasarkan pada kriteria 

penentuan lokasi berupa lokasi strategis yang berada di tengah wilayah Indonesia (di 

dalamnya memuat unsur jarak), dekat dengan kota existing yang sudah berkembang 

sehingga efisien untuk investasi awal infrastruktur (di dalamnya memuat unsur interaksi), 

dan ketersediaan akses mobilitas seperti bandara, pelabuhan, jalan, bahkan tol laut (di 

dalamnya memuat unsur pergerakan) (gambar 1). Sudahkah cukup terbayang bagaimana 

pertimbangan Geografi berperan dalam pemilihan wilayah sasaran pemindahan ibu kota?  

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 1. Kriteria Penentuan Lokasi Ibu Kota Negara  

(mengandung konsep fundamental ilmu Geografi) 

Sumber: Bappenas, 2019 

Pendekatan lainnya adalah pendekatan kelingkungan (ecological approach). 

Sesuai dengan namanya, maka pendekatan ini berhubungan dengan keterkaitan manusia 

dengan lingkungannya. Pendekatan ini juga mencakup bagaimana manusia melakukan 

sejumlah upaya preventif terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan. Guna 

memudahkan pemahaman, peningkatan titik api atau hotspot di sejumlah provinsi yang 

terdampak kebakaran lahan dan hutan dapat dijadikan contoh untuk melihat bagaimana 

manusia yang dalam hal ini pihak berperan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) berupaya mengurangi titik hotspot di beberapa daerah (Kompas, 

30/07/2019). Penjabaran dari Menteri KLHK, Siti Nurbaya, menyebutkan bahwa 

pemerintah telah melakukan banyak langkah dan terus berfokus pada pencegahan sehingga 

optimis dapat mengatasi kemunculan titik hotpsot yang berdampak pada terganggunya 

aktivitas ekonomi, memburuknya kesehatan anak hingga pada hilangnya keanekagaraman 

hayati (Kalimantan-news, 24/07/2019). Kaitannya dengan fenomena tersebut, Geografi 

berperan baik dari identifikasi permasalahan, analisis dampak, serta merumuskan solusi dan 

penanganan yang layak. Berbasis pada pendekatan kelingkungan inilah, maka tindakan 

yang diambil dapat lebih terarah dan tepat sasaran dengan memperhatikan ciri dan 

karakteristik masing-masing wilayah.  



Pendekatan keruangan dan kelingkungan dapat dikombinasikan dalam menangani 

berbagai fenomena yang ada di permukaan bumi. Kombinasi tersebut didekatkan dengan 

konsep perbedaan wilayah atau biasa dikenal pendekatan kompleks kewilayahan 

(Bintarto dan Surastopo, 1979 dalam Muhyidin, 2009). Kompleksitas yang dimaksudkan 

dalam pendekatan ini mengarah pada perbedaan karakteristik wilayah yang mengakibatkan 

adanya perbedaan potensi sumberdaya yang dimilki wilayah tersebut (Nurana, 2012). 

Perbedaan sumberdaya akan mendorong antarwilayah melakukan interaksi keruangan yang 

didalamnya mencakup pergerakan barang, migran, uang, penumpang, informasi, gagasan 

atau yang lainnya (Hillman dalam Muhyidin, 2009). Dalam aplikasinya, pendekatan 

kompleks kewilayahan dapat digunakan untuk mengindentifikasi dan memahami interaksi 

keruangan yang terjadi dalam pertumbuhan beberapa kawasan metropolitan Indonesia, 

salah satunya adalah Jabodetabek. Tingginya aktivitas di pusat pertumbuhan (DKI Jakarta) 

menyebabkan pengaruh tersebut meluas ke wilayah di sekitarnya (Bogor, Depok, 

Tangerang, dan Bekasi). Perluasan pengaruh yang bersifat positif maupun negatif telah 

membentuk kompleksitas tersendiri yang saling berhubungan di dalam struktur keruangan 

Jabodetabek. Perbedaan karakteristik antarwilayah di Jabodetabek menyebabkan interaksi 

keruangan terjadi dalam hubungan saling melengkapi sumberdaya (regional 

complementary), kesempatan mengintervensi (intervening opportunity), dan kemudahan 

transfer pemindahan dalam ruang (spatial transfer ability) sehingga membentuk struktur 

keruangan tersendiri. Struktur keruangan Jabodetabek yang menunjukkan pola polisentris 

terus menerus berlangsung sehingga fenomena urban sprawl (perembetan sifat fisik 

kekotaan dari pusat ke daerah sekitarnya) terus memberi dampak dan kecenderungan dalam 

berbagai aspek (gambar 2).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pola Urban Sprawl Kawasan Jabodetabek  

Sumber: Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2002 dalam Fitriani dkk (2018)  

   Setelah membaca beberapa fenomena dalam proses pembangunan di 

Indonesia seperti di atas, sudahkah jelas seberapa dekat peran Geografi di dalamnya?  

*** 

“Geography is concerned with man as well as with the earth and with the relationships  

and analysis as well as with description” 

(Murphey)  
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